PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan DI Panjaitar No. 57 PDanpamerpara Telp/ Far 599846

BANJARNEGARA 53411

—_— e —— —————— — |

KEPUTUBAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR : 421.1 /) ¢\02 /DIKPORA/3016

TENTANG

IJIN PENYELENGUGARAAN TAMAN KANAK-KANAK [TK]
PERTIWI DEPOK DESA DEPOK KECAMATAN BAWANG

HABUPATEN BANJARNEGARA

HEPALA DINAS PENDIDIEAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Memim bang

Mengingst

4.

KABUPATEN BANJARNEGARA,

nahwa berdasurkan Surat Permohonan Ketua Yayasan
Dian DRarma Kecwmnatan Bawang Nomor @ 07 /sck ydd
kec, DBwg/2016 twmnggal 25 Februan 2010 perinhal
permohonan ifin operusicnal TK 'ertiwd Depok;

bahwa Taman Kanak-Kapak yang belum mempunysl
i peny=lenggamaan unbiuk diberikan jin
penye Enggaraurn,

bahwa untuk maksud lersebut pada hurul a dan b,
perfiu ditetaplnn dengun XKeputusan Kepulu Dinas
Penudidikan, FPemudn dan Olabh Ragn Kabupaten

Banjornegasa.

, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentung

Pembentukan Deemabh-daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengnh;

Undang-Undung Nomor 20 Tahun 2003 teatang Sietem
Pendidikan Nasional lembaran Negara R Tahun 2003
Nutnor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4301);

Undang-Undang Nuwmor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Dacruh (Lecobaran Negara Rl Tohun 2004
Nomor 125, Tambwhan Lembarart Negara RI Nosnus
4437 sebugaimana telah diobah heberapa kall terukhir
denpan Undang-Undang Nomor 12 Tubun 2008
tentang Perubahan Kedusa Atag Undung-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
[Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negura Rl Nomor 4844),
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Doscn [Lemburan Negara RI Tahun 2005 Nomor
157, Tamhahan Lembairun Negara Rl Nomaor 45858);
Undang-Undung Nomor 12 Tahun 72011 tentung
Pembentukan Permturan  Prrundang-Undangan
[Lembaran Negara RI Tahan 2011 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5234);



6. Pemmturan Pemernntah Nomor 32 Tahun 1950 lentang
Penctapan Mulai Beriakunye Undeng Undang Noimos
13 Tehun 1950 rentang Permberntukan Dacrah-dacrah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provins: Jawa Tengah
(Benua Negara Rl Talvan 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemernntah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Swandar Nasional Pendidikarn (Lemberan Negara R
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Rl Nomor 4496) sebagaimana telah dmbsh cenpgan
Peraturan Pemenntah Nomor 32 Tabuan 2013 tentang
Perubuhan Atag Peraturan Pemenntah Nomor 19
Tahun 2005 (entang Swmndar Nasiwonal Pendidikan
(Lemboran Negaru Rl Tahua 2013 Nomor 71,
Tambnhan Lembaran Negara Rl Nomor 5410,

8. Peraturan Pemernintah Nomor 17 Tahun 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan  dan  Penyelenggasan
Pencdidikan [Lembaran Negara RT Tahiin 2010 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara 1 Namar 5105);

G, Peraturan Menten Pendidikan Nasional Nomor 58
Tabun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia
Din;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor @ 20
Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Proscdur dan
Kriteria di Bidang Pendidikan;

11. Perwlurmn  Menterd Pendidikan dan  Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 81 Tahua 2013 tentang
Pendinun Salwan Pendidikan Nonformal;

12, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan
Nomor 36 Taliun 2014 teatang Pedoman Pendirian,
Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengal;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan  Kebudaysan
Republik Induriesia Nomor @ 84 Tahun 2004 tentang
Pendinian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:

14, Peraturan Gubemur Jawa ‘lengah Nomor 3 Tahun
2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
TK/RA ;

15. Perulurun Dasrah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16
Tahun 2008 tentang Organisasi dun Tala Kena Dinas
Daeruh Kubupatlen Banjarnegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjamegara Tuhun 2008 Nomor 16 Ser
D, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten
Ranjarnegara Nomar 108];

16. iu:.m chu;nn é{:&m Dnas Pendidikan, Pemuds
Olaly ga paten jarnegara Nomor
421.1/016.g/DIKPORA/2013 Bt:;“ggul 22 Februan
4014 tentang Standar Operasional Prosedur [zin
Pendirian dan Perpanjangan lzin Operasional Taman
Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara,
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: Surat Kepurusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Regan Kabupaten Banjamegorn  Nomor
421.1/098/Dikpora /2016 Tanggal 16 Maret 2016 Tentang
ljin Pendirien Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Depok
Desa Depok Kecamatan Bawany Kabupaten Banjarnegra.

MEMUTUSKAN

'+ Memberi ljin Penyelenggarasan Taman Konak-Kanak Pertiwi

Depok yang berulamut di Desa Depok Kecamatan Bawung
Kabupaten Banjarmegara.

liin Penyelenggaran sebugaimans dimaksud dalam diktum

KESATU, diberikan untuk jangka waktu S (lima] tuhun dan
-ﬂ!ﬂ,ﬂwnhnz lagi sewunl dengan peraturan yang

atusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegam
Puda Tanggal 2| Meret 20ip

__.mm DINAS PENDIDIKAN,
OLAH RAGA



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAE PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Julun DI Porguttan Ya. 57 Banjarregura Telp/ Fax S94840
BANJARNEGARA 5411 =
- e —
KEPUTUBAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 421.1 / ool [DIKPORA/2016

TENTANG

JIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PERTIW! DEPOK DESA DEPOK KBCAMATAN BAWANG
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, FPEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BARNJARNEGAIIA,

Menimbang . @p bahwa berdasarian Surat Permohonun dan ketun
Yaypsen Dian Dharma Kecamatan Bawang Nomor .
07 /sek yid kec. Bwg/2010 tanggal 25 Februarn 2016
perihal permohonan bjin operasjonal TE Pertiwa Llepek
dl bawuli naungan Dian Dhwma Kabupaten
Banjrncgar;

b. bahwa dan bhasil pemeriksean admudistrasi  dan
peninjauan lapangan, moka TK Pertiwi  Depok
Kewunatan Bawang layak unluk didirikan;

¢. buhwa untuk maksud tersebut padn burul u dan b,
perlu  ditetaplan dengan Keputusun Kepala [hnas
Peadidikun, Pemuda den Olah Raga Kabupates.
Banjamegwa.

Mengingut

1. Undang-Undang Nomor 13 Tebun 1950 (entang
Pembentukan Deerah-dasmah  Kabupaten  Dalar
Lingkurgan Provinsi Jawa Tengnh;

2. Undang-Undang Normor 20 Tahur: 2003 tentang Siatem
Pendidikun Nasional Lembaran Negara RT Tahun 2002
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor
43011);

3. t.]ﬂdﬂﬂﬂ""p'"dm Nomor 32 Takun 2004 lentang
Pemerintah Dacrah (Lembamui Negara Rl Tahun 2004
Namor 125, Tambahan Lembaran Negarn RI Nomwur
4437) sebaguirnana telah diubu)i beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tabhun 2008
tentang Perubahan Kedua Alae Undang-Undang
Romor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 50,
Tambulian Lembarun Negara RI Nomaor 4844);

4 Undung-Undang Nomer 14 Tshun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Neguwra RI Tahun 2005 Nomor
157, Tambahun Lembaren Nepara Rl Nomor 4586);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
(lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negarn RI Nomaor 52234);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Peactapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrali-dacraeh
Kabupalen Dalsm Lingkungan Provinsi Jawa Tengsh
(Berita Negara Rl Tahun 1950 Nomaor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentung

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negama R
Tahun 2005 Nomor 41, Twmbahan Lembaran Negara
R! Nomor 4496) sebagaimana teleh diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 lentang
Perubahan Atus Peraturan Pemenntah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
[Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5410),

8. Peraturan Pemerintah Nomar 17 Tabun 2010 tentang

Pengelolann  dan  Penyelenggaraan  Peodidikan
(Lembaran Negara Rl Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5105);

9. Peraturnan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58

Tahun 200% tentang Standar Pendidikan Anak Usia
D,

10, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor @ 20
Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan
Kriteria di Bidang Pendidikan;

11. Peraturnan  Menteri Pendidikan dan Kebudayean
Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Nooformal,

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendiran,
Perubahan dan Penutupar Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah;

13, Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudaynan
Republik Indoncaia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

14, Peraturan Gubernur Jowa Tengah Nomor 3 Tahun
2005 tentang Standar Pelaynnan Mimimal Pendidikan
TK/RA ;

15, Pernturan Dacrah Kabupaten Banjurnegara Nomor 16
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Dacrah Kabupaten Banjmmegara (Lembaran Doeeruh
Kabupaten Banjarmegam Tahun 2008 Nomor 16 Ser
D, Tambahan Lembaran Daermh Kabupalen
Banjarnegara Nomor 108);



Menctapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olah Raga Kabupalen Banjamegara Nomor
421.1/016 g/DIKPORA/2013 tanggal 22 Februari
2013 tentang Standar Operasional Prosedur lzmn
Pendiran dan Perpanongen Izin Operasionul Taman
Kanak-Kanalk i Lnglungan Dinms Pendidikan,
Femnuda dan Olah Raga Kabupalen Banjarncgara,

MEMUTUSKAN

Memberikan min Pendirian kepaca TK Pertiw: Nepok yang
beralamat i Desa Depok Kecwnpatan Bawang Kabupatcn
Banjarmegara.

TK Pertiwi Depok sebagaimana dmmaoksud dalam dikctam

KESATU harus memenuhi ketentuan scbagai berikut :

1. Mentuati segala peraturan perundang undangan yang
berlnlon serta melaksanukan kurikulum vang ditelapkan
dan disahkan oleh Pemerintan.

. 'engelolaan TK Pertiwi Depok yang ditetapkan harus
dape: memenuhi standur pelayanan mnimal muti
Pendidikan Anak Usia Dini

3. Penvelenggarsan TK Pertiwi Depok Kecameatan Mawang

Kabupaten Darjarncgamna dimeksudkan untuk menunjang
Pendidikan.

k2

Sernua  biaya alibat diterbitinnnya Keputusun

dibebankan puda Anggaran TK Pertiwi Depok Kevamatan

Bawang Kalbupeien Banjarnegara dan sumber dana lain
yang sah,

: Keputusan ini mulni berlaku pada Langgal ditetapkan.

Ditetapken di Banjarmepnra
Padu Tanggal 16 Merew 20k

. Bupati l.lm;w _
Inspektorat Kubupaten Banjarnegara

. Ketua IGTKI Kabupaten Banjarnegara

Arsip

1
2.
3. Kepala UPT Dindikpora Kecamatun Bawang
4
5
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